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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang yang ingin mencapai suatu pencapaian, tidak dapat berjuang
dengan sendirinya, dan mereka perlu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan
beberapa individu lain, Individu-individu ini terdiri dari masyarakat umum, dan
para profesi hukum. Individu yang terdiri dari imasyarakat umum ini sangat
memerlukan kerja sama dengan profesi hukum yang dapat memberi kepastian
hukum terhadap perbuatan bisnis yang menjadi kepentingan mereka untuk
mencapai suatu tujuan tertentu. Pada zaman globalisasi ini, peran Notaris &
Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya akan disebut “PPAT”) sebagai pejabat
umum sangat diperlukan di berbagai kalangan masyarakat umum, terutama bila
perjanjian yang dibuat berkaitan--dengan properti..seperti pertanahan dan
bangunan. Dengan demikian, perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak
atau di hadapan Notaris & PPAT dalam: bentuk akta otentik akan dinilai sah dan
memiliki kekuatan hukum yang sempurna di pengadilan. Akta otentik adalah
suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh

atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu



dibuat®, dalam tugas akhir ini penulis ingin membahas mengenai akta otentik yang

dibuat oleh Notaris & PPAT.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan amanat dari
sebagian tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang
dan tanggung jawab dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat
umum di bidang keperdataan. Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan
kepercayaan yang diamanatkan oleh Undang-undang dan masyarakat, untuk itulah
seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang
diberikan kepadanya dengan selalu menjungjung tinggi etika hukum dan martabat
serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang

Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya.?

Notaris wajib menjamin kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul
menghadap yang tercantum atau disebutkan pada bagian awal akta Notaris,
sebagai bukti bahwa para pihak menghadap dan menandatangani akta pada hari,
tanggal, bulan, tahun dan pukul yang tersebut dalam akta dan semua prosedur
pembuatan telah ditakukan—sesuai aturan-hukum yang berlaku dalam hal ini
Undang-Undang  Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUIN”).2 Akta yang
dibuat oleh Notaris memilki kekuatan pembuktian yang sempurna tidak seperti
akta di bawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh

pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum, sedangkan akta

! Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868

2 Freddy Haris dan Leny Helena, Notaris Indonesia, Cet.ke-2,(Jakarta : Lintas Cetak Djaja, 2017),
hal.52.

¥ Habid Adjie 2, Hukum Notaris Indonesia, Cet.ke-3, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hal.137.



otentik merupakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat demi terciptanya

suatu kepastian hukum.*

Yang dimaksud dengan PPAT adalah pejabat umum yang diberi
kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun®
Lebih lanjut, PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris di tempat
kedudukan Notaris®, Tetapi PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris di
Kabupaten/Kota selain pada tempat kedudukan sebagai PPAT wajib mengajukan

pindah tempat kedudukan PPAT pada tempat kedudukan Notaris.’

Dalam bidang pertanahan, seorang PPAT memiliki wewenang mengenai
status tanah dan bangunan dengan mengeluarkan akta yang berhubungan dengan
proses transaksi tanah dan bangunan tersebut, seperti yaitu Akta Jual Beli (untuk
selanjutnya akan disebut “AJB”), Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
(untuk selanjutnya akan disebut “SKMHT”), Akta Pemberian Hak Tanggungan
(untuk selanjutnya akan disebut.“APHT?”) bila transaksi dilakukan dengan cara

KPR.

KPR disalurkan-oleh lembaga keuangan salah satunya adalah Bank Dalam
menyalurkan dana kepada masyarakat atau yang lebih sering disebut dengan

kredit, biasanya hal itu diwujudkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian itu lah yang

*Habib Adjie 1, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notariat sebagai Pejabat Publik, Cet.
Ke-2, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hal.163-164.

% Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 1

® Ibid, pasal 7

" Ibid, pasal 9 ayat 1



dimaksud dengan Perjanjian Kredit, guna terlaksananya pembayaran dengan tertib
dan lancar terhadap pinjaman yang telah diberikan, maka pinjam meminjam
tersebut harus ada jaminannya dalam hal ini yang dijaminkan berupa properti
seperti tanah & bangunan. Sama dengan akta-akta sebelumnya Perjanjian Kredit
antara debitur dan kreditur harus terwujud dalam perjanjian tertulis, yang dapat

dibuat di hadapan Notaris & PPAT maupun di bawah tangan.

Seorang Notaris & PPAT dalam melaksanakan tugasnya senantiasa
diharapkan untuk memegang teguh kode etik profesi Notaris & PPAT dan dituntut
untuk cermat dan teliti dalam menangani hal-hal yang diberikan oleh masyarakat
yang berkepentingan kepadanya. Sehingga jangan sampai produk yang di
keluarkan bermasalah dan pada akhirnya akan merugikan pihak lain. Pembuatan
akta perjanjian adalah salah satu dari sekian banyaknya tugas Notaris & PPAT,
baik itu akta perjanjian pengikatan jual beli, sewa menyewa, maupun pinjam
meminjam, hibah, tukar menukar, perjanjian pengikatan jual beli, yang dibuat
oleh Notaris & PPAT juga harus memperhatikan aturan-aturan yang terdapat
dalam Kitab Undang-Undang -Hukum Perdata. (selanjutnya disebut “KUHPer”),

UUJN, dan kode etik Notaris.

Penulis memilki kesempatan magang di kantor Notaris & PPAT Tan
Susy, S.H. sebagai tempat melaksanakan kegiatan magang. Kantor Notaris ini
telah berdiri sejak 25 Juli 2006 dan merupakan seorang PPAT sejak 24 September
2007 dan sudah memiliki catatan sejarah yang bagus dan sudah di percayai di
berbagai kalangan. Kantor Notaris & PPAT Tan Susy, S.H telah menangani

berbagai macam pembuatan akta otentik yang berhubungan dengan tanah &



bangunan , pendirian badan hukum dan terutama banyak menangani kasus
Perjanjian Kredit yang berhubungan dengan properti seperti Kredit Pemilikan
Rumah dan kantor Notaris & PPAT ini juga sudah dipercayakan oleh beberapa

Bank Swasta dan beberapa Developer sebagai pembuat AJB perumahan.

Penulis berkesempatan untuk membantu langsung dalam salah satu
transaksi yang ditangani dalam bidang perjanjian jual beli properti, yang akan
penulis jelaskan lebih lanjut sebagai materi dalam laporan tugas akhir ini.
Transaksi ini melibatkan developer/pengembang perumahan sebagai penjual
yaitu PT. SKG yang berkedudukan di Jakarta Barat dengan konsumen sebagai
pembeli yaitu Tuan V dengan mengunakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah
(selanjutnya akan disebut “KPR”) PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk,
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, akta-akta yang dibuat yaitu
AJB , SKMHT, APHT ".di hadapan Notaris & PPAT Tan Susy, S.H. atas obyek

tanah & bangunan berupa Rumah Kantor (selanjunya akan disebut “rukan’) yang

terletak di :
Provinsi :Daerah Khusus-1bu Kota Jakarta;
Kota -Jakarta Barat;
Kecamatan :Cengkareng;
Kelurahan  :Duri Kosambi;
Jalan :Komplek GL Blok P Nomor 1.



Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp X.XXX.XXX.XXX, dengan nilai
Plafond sebesar Rp. X.xxx.xxx.xxx. Dan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp.

X XXX XXX XXX,

1.2 Rumusan Masalah

Penulis ingin mendalami suatu teori atau praktik serorang Notaris & PPAT
karena banyak sekali perbedaan pada teori dan praktek.Dengan mengambil
praktek magang di kantor Notaris & PPAT Penulis mencoba mencari tahu lebih
dalam tentang praktek kenotariatan dan PPAT yang di fokuskan pada Akta Jual

Beli dengan permasalahan berikut :

1. Bagaimana proses jual ~beli tanah & bangunan dengan
mengunakan KPR menurut Undang-undang ?
2. Bagaimana peran_dan tanggung jawab Notaris & PPAT dalam

proses Jual beli mengunakan KPR ?

1.3  Tujuan Magang

Ada beberapa tujuan dan manfaat yang akan penulis capai melalui

praktik kerja di kantor Notaris & PPAT ini; yaitu :

1.3.1 Memenuhi tugas mata kuliah magang sebagai mata kuliah penutup
jenjang S1 atau pengganti mata kuliah skripsi yang berbobot enam

Satuan Kredit Semester (SKS).



1.4

1.3.2

1.3.3

134

1.3.5

1.3.6

Sebagai sarana pembelajaran studi banding mengenai peranan,
tugas dan tanggung jawab seorang Notaris & PPAT, yang penulis

ketahui

Melakukan studi lapangan secara langsung dan juga observasi
mengenai praktek hukum yang dilakukan pihak Notaris & PPAT

dalam ruang lingkup kerja nyata

Memberikan kesempatan bagi penulis sendiri untuk mendapatkan
pengalaman dan pengetahuan secara praktek yang dapat

dimanfaatkan nantinya jika sudah masuk ke dunia kerja.

Untuk mendapatkan pengalaman dan mengerti secara praktik
dalam studi hukum yang sedang ditempuh, sehingga penulis dapat
memperoleh gambaran umum mengenai ruang lingkup kerja
Notaris & PPAT pada dunia kerja yang akan dimasuki oleh penulis

nantinya.

Memberi-kesempatan bagi. penulis untuk mempraktikan di tempat
kerjaberbagai teori,——konsep--dan~ pengetahuan yang telah

didapatkan selama di bangku kuliah.

Manfaat Magang

141

Manfaat teoritis

Dalam penulisan laporan magang ini, penulis mengharapkan dapat

membantu dalam meluruskan pandangan ilmu pengetahuan kenotariatan



1.5

1.6

dan PPAT. Yang bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan

tambahan wawasan bagi dunia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap agar hasil penelitian ini berguna sebagai informasi dan
masukan bagi pihak praktisi hukum dan akademisi sebagai bahan

penelitian selanjutnya yaitu proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Waktu dan Lokasi Magang

Penulis melakukan magang selama 4 bulan atau satu semester dimulai
pada bulan Agustus sampai dengan-bulan Desember dengan hari kerja
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Dengan jam kerja 9 jam di mulai dari
pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, kecuali hari sabtu jam
kerja di mulai pukul 08.00-WIB dan berakhir pada pukul 14.00 WIB Di
kantor Notaris & PPAT Tan Susy, S.H. yang beralamat di Jalan Kamal
Raya Outer Ring Road Perum, JI. Taman Palem. Lestari Nomor D10/19

Jakarta Barat.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab. Masing masing bab terbagi

beberapa sub bab, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN



Pada bab ini penulis akan menjelaskan baik mengenai latar belakang
magang, tujuan dilakukan magang, manfaat dari mengikuti kegiatan
magang, waktu dan lokasi magang dan sistematika penulisan laporan

magang

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kumpulan.. teori-teori dasar dari
hukum yang mendasari tentang pekerjaan yang diuraikan dalam

pembahasan magang baik secara langsung maupun tidak langsung

BAB |1l GAMBARAN UMUM INSTANSI TEMPAT MAGANG

Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya kantor Notaris & PPAT Tan Susy,
S.H., struktur dan tata kerja organisasi kegiatan usaha dimana penulis
melaksanakan masa magangnya. Serta kegiatan-kegiatan apa saja yang
dilakukan oleh penulis selama mengikuti magang pada kantor Notaris &

PPAT Tan Susy, S.H.

BAB IV PEMBAHASAN

Didalam bab ini, penulis akan mengambil contoh praktik kenotariatan &
PPAT yang berhubungan dengan Akta Jual Beli penulis akan membahas

lebih dalam proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN



Pada bab ini akan disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban singkat
atas permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis dan saran.
Penyajian kesimpulan akan disajikan sesuai dengan laporan magang ini ,

penulis juga akan mengusulkan saran yang telah penulis jelaskan dari bab |

hinga bab V.
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